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ISLAM: STUDI TERHADAP KONSEPSI AL-
MASLAHAH NAJM AL-DIN AL-TUFI
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Abstrak : AI-Tuifi adalak seorang ulama’ Hanabilah yang
menguasai berbagal distplin thnu pengelalnian dan fuga
meninggalkan karya-karya tulis dalam berbagai bidang.
M yang dikuassinya lerulama figh, dan ugul al-figh
serla al-Cur'an, hadis, teolog:, bahasa don sastra. la ter-
kenal sebaga orang yamg mengamut berpiki bebas, Dialam
hal herpikir bebas ir, ia disejajarikan dengan lm Taymiyah
dan [bn al-Qayyim, sehingga ketigo ulama® besar ini
terkenal dengan sebulan “trio penganul berpikir bebas
dari madhab Hanbali®. Salah satu contoh dari hasil pemi-
kiran bebas Al-Tufi adalah komsep kepentingan wmem
sebagat sebuah sumber kukum tersemdini di samping al-
Qur'an dart Hadis. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi
lebih dalem bagaimana Al-Tufi membangun konsep
kepentingan wnumnya dan bagaimana kedudukarnya
dalem Fukum Islam. Di antara yang culup menarik dori
konsep kepentingan wmum al-Tull adaleh fika ferjadi
perientangan antara mag/djma’ di sabu pihak dengan kepen-
tingan umum di lain pihak, make kepeniingan unum
yang harus didahulukan,

Kata kunci : Kepenfingan wumum, mafsadah, al-kaulliypat
al-khams, bayan dan takhsis.
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PENDAHULUAN

Salah satu konsep penting dan fundamental yang
menjadi pokok bahasan ahli hukum Islam adalah konsep
kepentingan umum (public interesi atau maglahat) sebagai
tujuan penetapan hukum Islam. Begitu pentingnya konsgep
kepentingan umum tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa
setiap karya dalam bidang ugul figh selalu membahas konsep
tersebut sekalipun porsi dan bobot bahasan antara satu penulis
dengan lainnya tidak sama.

Kepentingan umum sebagai titik seniral dari hukum
Islam selalu menjadi pijakan dalam setiap penetapan hukum.
Ia merupakan jiwa dari hukum Islam itu sendiri. Dan karena
untuk mewujudkan kepentingan umum itulah yang
sebenarnya menjadi “kekuatan’ hukum Islam sehingga
hukum Islam menjadi fleksibel dan mampu menjawab setiap
persoalan yang muncul seiring dengan perkembangan
peradapan manusia,'

Di dalam tulisan ini, penulis mencoba menelaah
konsep kepentingan umum yang ditawarkan oleh al-Tufi yang
oleh kalangan pembaharu hukum [slam selalu dijadikan
pijakan. Di dalam konsep al-Tufi yang cukup menarik untuk
dikaji adalah jika terjadi pertentangan antara nas,/ ijma’ di satu
pihak dengan kepentingan umum di lain pihak, maka
kepentingan umum yang harus didahulukan.? Dan
kepentingan umum adalah merupakan sumber hukum Islam
yang berdiri sendiri dan paling kuat di anatara sumber hukum
Islam yang lain.’

' Majmn ad-Di n al-Tw f, of-Tayi'n fi Shard al-Arbaia (Beirot ; al-Maktabah
al-Makkiyah, 1418 11}, 215,

¥ Ihid,, Risa Tab al-Maglakal ; datam al-Mans T, Vol.9; Jaz 10; ed,
Muhammad. Rashi d Rids (Mesic : sl-Manir, 1324 H/1906 M) 753-754,
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Ide tersebut merupakan sebuah ide yang berani dan
mungkin tidak populer karena telah melanggar rambu yang
selama ini menjadi kesepakatan para ulama’ bahwa dalam
menetapkan hukum, maka nas dan ijma’ harus didahulukan !
Tidak mengherankan jika kemudian ide tersebut melahirkan
gelombang kecaman yang luar biasa, seperti Abd. al-Wahhab
Khallaf yang menudingnya sebagai orang yang membantu
pintu penghancuran terhadap nas.® Kemudian ada yang
beranggapan pula bahwa penerapan konsep kepentingan
umum al-Tufi akan berakibat mengikuti hawa nafsu dan
menghalalkan yang haram dengan dalih kepentingan umum.*
Bahkan al-Kawthari dengan sadis menyebutnya sebagal orang
pertama yang membuka pintu kejahatan.”

Akan tetapi di samping penilaian di atas, ada juga yang
berpendapat bahwa konsep al-Tuafi tentang kepentingan umum
di atas merupakan suatu teori yang memperhatikan
kepentingan umum secara mutlak, baik dalam lapangan hukum
yang ada nas-nya maupun yang tidak ada nas-nya dalam
konteks kehidupan antara sesama manusia (mu'dmalah)?
Dengan kata lain, bahwa konsep kepentingan umum al-Tifi
tidak hanya berlaku pada perscalan hukum yang tidak ada
nagnya tetapi juga berlaku pada lapangan hukum yang ada
nag-nya dalam bidang mu'amalah.”

! Abd. Al-Wahhab Khellaf, tim Lsel ;I-Ff‘lb (Eiﬂh i Dar al-
Kuwaitiyah,1968)21.

* Abd al-Wahhab Ehlallal;, Masedir gl Tasbri® sl-lifemi i Ma la Naz Fib
{Kuwait 1 Dar al-Chalam, 1972), §9,

* Mustals Faid al-Maglabab | ol Tashed® al-Iilawif wa Majem al-Din al-Tufi
{Menir ; Dar al-Fikr al-arabd 1954),164.
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Dar al-Mahdah al-arabiyah, 1971),529
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Pengamat dan penulis kontemporer dalam bidang
hukum Islam pada umumnya dan usdl figh khususnya,

kembali menjadikan konsep kepentingan umum sebagai
referensinya. Terutama pada tahun 80-an di Indonesia pernah
terjadi pro dan kontra terhadap ide reaktualisasi ajaran Islam,*
dan setelah pemilu pada bulan Juni 1999 yang lalu di Indonesia
muncul pro dan kontra terhadap boleh tidaknya secrang
wanita menjadi presiden. Baik sikap pro dan kontra tentu juga
dilandasi argumen-argumen yang mengandung pertim-
bangan kepentingan umurm.

RIWAYAT HIDUP AL-TUFI DAN LATAR BELAKANG
POLITIK, KEILMUAN SERTA KEAGAMAAN

1. Riwayat hidup

Nama lengkap al-Tifi adalah Najm al-Tiin Abi al-Rabi’
Sulayman ibn Abd al-Karim ibn Sa’id al-Tufi al-Sarsari al-
Baghdadi al-Hanbali. Sebenamya al-Tufi adalah nama sebuah
desa di daerah Sarsar Irak, dan di desa itulah al-Tufi dilahirkan.
Di samping terkenal dengan nama al-Tuh, ia juga popular
dengan dengan nama Ibn Abu Abbas! Al-Tufi lshir pada
tahun 657 H (1259 H) menurut Ibn Hajar dan 673 H memurut
Ibn Rajab.”®

B Alsmawar E:.ruln.ll.fﬂfhd' Eemauusiaan UIh.'I'II £ Pimmiduﬂ-.'lﬂ'l'],ii

U Tho Hajaral-Durar al-bamingl (Indis : Dar al-Ma'aeif, 1314 F) 154

2 Pendagrat yang terakhir dinilad paling kuat denjran beberapa atagan, Fertama,
di antars gure al-tuli adalal Ven Taymiyah {lalic 6561 H), al-Barzal {lahir 655
H}M:M{Hﬁrl’ﬂ H].‘ilrlrnhllpngnmhﬂhmmlmﬂ
puramya, Eedua sl-nafi belajar di Baghdod pada tabon 91 HL Jika ia dilahickan
pada tabun 657 H berarti saat itu uafanys sudah mencapai 33 tahon. Seatu hal
yang anch bahwa selama 35 whun ja hanya menghabiskan waktunya di desanys
menempuh pendidikan scbelm wida 30, BEetiga, al-mfi belajar di Mesis pada
tabun 705 H yeng berate berada pada wsia 30-an, Jika ialahir pada tahun 657 H
berarti saa it ia berusia 50 wwhan, Secarn bogika, lebih mungkin yang pertama,
Baca Majam sl-din sl-rufi,Sharh Mulbtauer al-Ramdeh,vol 1 tahqiq Theahim
b.Abd alal (i al-shirq al-wwsat,1989),21-35,



Salim, Public Interest..... 153

AlTafl pada usia muda mulai belajar dari desa tempat
kelahirannya, yaitu mempelajari dan menghafal kitab figh
Mukhiasar al-Khiraqi karya Umar Ibn al-Husein ibn Abd Allah
ibn Ahmad al-Khiragi dan mempelajari ilmu nahwu kitab al-
Luma” karangan Abu al-Fathi Usman ibn Jani. Kemudian ia
pergi ke kota Sarsar untuk belajar figh pada syekh Zayn al-
Din Al Ibn Muhammad al-Sarsari, salah seorang ahli figh
madhhab Hanbali yang terkenal dengan sebutan Ibn al-
Bawgi."”

Pada tahun 691 H, al-Tafi pergi ke Baghdad untuk
belajar kitab figh al-Mularrir karya Muhib al-din ibn Abd al-
Salam pada al-Zarayrati. Di samping itu ia juga belajar bahasa
Arab dan ilmu sarf pada al-Muwasili, kemudian juga belajar
usul figh pada al-Nasr al-Farugi serta mempelajari ilmu
faraid,dan logika, juga belajar hadis pada al-Qasimi,al-Hirani
dan al-Qulanisi

Pada tahun 704 H, al-Tafi mengunjungi Damaskus
untuk belajar hadis pada Ibn Hamzah, Tagiyuddin Ibn
Taymiyah, al-Mazi dan al-Barzali. Kemudian tahun berikutnya
705 H, al-Tiifi berkunjung ke Kairo belajar pada al-Hafiz Abd
al-Mukmin ibn Khallaf, Qadi Sa’duddin al-Harisi dan Abu
Hayyan, penulis Mukhtasar kitab Sibawayh '

Al-Tufi terkenal sebagai seorang yang cerdas dan
mempunyai ingatan kuat¥ Ingatan kuat dan kecerdasan
adalah faktor penting dalam belajar, karena ingatan
merupakan gudang penyimpanan informasi-informasi yang
penting dan kecerdasan sangat berguna untuk pengembangan
ilmu. Di samping itu al-Tifi juga terkenal sebagai orang yang
menganut berfikir bebas. Dalam berfikir bebas inj, ia disejajar-
kan dengan [bn Taymiyah dan Ibn al-Qayyim, sehingga ketiga

U Mustala Zaid, al-Maslabab, M.
U Thid, 70-T1.

" Ihid, 72-T4,

® Ihid, 73,
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ulama besar ini terkenal dengan trio penganut berfikir bebas
dari madhab Hanbali.” Dapat diduga bahwa al-Tifi bersikap
berfikir bebas itu karena pengaruh gurunya tersebut, [bn
Taymiyah. Dan dari petualangan al-Tafi menuntut berbagai
disiplin ilmu di atas, menunjukkan bahwa al-Tufi adalah
seorang ulama’ yang menguasai berbagai bidang ilmu atau
dengan kata lain ia adalah seorang alim yang luas ilmunya.

Pada tahun 714 H, al-Tufi menunaikan ibadah haji dan
pada tahun berikutnya 715 H, ia berhaji lagi. Kemudian ia
kembali ke Syam dan bertempat tinggal di Palestina sampad
1 meninggal pada tahun 716 H.*

2. Latar Belakang Politik, Keilmuan Dan Keagamaan

Al-Tufi hidup di akhir abad ketujuh dan awal abad
kedelapan Hijriyah. Masa ind dicatat oleh sejarah sebagai masa
kehancuran Islam, karena Baghdad yang selarma 500 tahun
menjadi pusat kebudayaan Islam dan pusat ilmu pengetahuan
hancur oleh serangan pasukan Tartar pimpinan Hulagu pada
tahun 656 H dan merupakan permulaan masa Mughal dalam
sejarah Islam. Masa ini berakhir dengan masuknya tentara
Uthmani ke Mesir pada tahun 923 H.*

Dalam masa hampir 300 tahun, sebagian besar dunia
Islam berada di bawah kekuasaan Mughal keturunan Jengis
Khan. Sedangkan sebagian kecil berada di bawah kekuasaan
keturunan Turki dan Arab. Mesir dan Sham termasuk dua
wilayah yang tidak dikuasai oleh Mughal, tetapi dikuasai oleh
para Mamalik yang berasal dari keturunan Turki.

Kegiatan ilmu pengetahuan yang di masa Abbasiyah

t di Baghdad, Bukhara, dan Kordoba, pada masa al-
Tifi, berpindah ke kota Kairo, Damaskus, Halab dan kota-
kota lain di Mesir dan syiria. Pada masa ini mulai matang ilmu

B Syalabi, Ta Tl 379,
¥ Mustala Zaid ol Maslabab,68.
S ATl Sharh Mukbtarrr 21
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sosiologi, dan filsafat sejarah dengan munculnya Mugaddimah-
nya Ibn Khaldan. [lmu politik, tata usaha, ilmu peperangan
dan ilmu kritik sejarah mengalami berbagai penyempurmnaan.

Pendidikan pada masa ini mulai bersifat spesialisasi,
seperti sekolah ilmu hadis, kedokteran, filsafat, figh dan lain-
lain. Selain itu pada masa ini muncul buku-buku ensiklopedi
(mmwsiak), sehingga masa ini dikenal dengan masa Mawsiat

Sedang dari segi keagamaan, masa ini merupakan
masa kemunduran hukum Islam. Pada masa ini para ulama’
kurang berani berirasiatif untuk mencapai tingkatan mujtahid
mutlak dan menggali hukum-hukum Islam langsung dari
sumbernya yang pokok, yaitu al-Qur'an dan hadis, atau
mencari hukum suatu persoalan melalui salah satu dalil shara’.
Mereka merasa cukup mengikuti pendapat-pendapat yang
ditinggalkan cleh imam-tmam mujtahid sebelumnya. Berbagai
faktor, batk politik, mental, sosial dan sebagainya telah
mempengaruhi kegiatan mereka dalam lapangan hukum,
sehingga tidak mempunyai pikiran independen, melainkan
harus bertaklid.™

Sebenarnya penutupan pintu fjihad ini telah dimulai
pada akhir abad keempat Hijriyah. Hal ini diambil, setelah
para ulama’ melihat Hmbulnya kekacauan dalam persoalan
ijtthad dan mengeluarkan pendapat. Orang-orang yang tidak
berhak berijtihad ikut melakukan ijtihad dan orang orang
awam pun ikut memben fatwa, yang berarti mereka telah
mempermainkan nas-nas shari‘at dan kepentingan orang
banyak. Akibatnya ialah banyak fatwa yang berbeda-beda dan
simpang siurnya keputusan hakim meskipun kadang masih
di satu negeri dan dalam persoalan Vang, sama dan SEMUaNYa
dianggab sebagai hukum-hukum shara’. Oleh karena itu pinta
jjtihad harus ditutup dan membatasi kekuasaan para hakim

* Thid, 355-388.
" Ahmad Hanafi, Pengantar dan sejerab ek Tidem(Jakara ; FT Butan
Bintang, 1984}, 206.
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dan pemberi fatwa dengan pendapat-pendapat yang
ditinggalkan oleh ulama’-ulama’ sebelumnya.Hal ini
berimbas pada kitab-kitab figh yang muncul pada masa ini,
yang himya berupa ikhtisar, shark, hashiyah, ta'ligal ataupun
fatwa-fatwa dalam satu madhab.
Akibatnya hukum Islam menjadi terisolasi dari
kehidupan, karena persoalan kehidupan ini akan
selalu muncul, sedang hukum-hukum Islam harus
dicukupkan pada jjihad-ijtihad di masa sebelumnya, dan
hukum Islam hanya bersifat teori semata dan tidak bisa
merespon masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia.
Meskipun masa tersebut dinamakan masa kemun-
duran, pada masa ind masih terdapat beberapa ahli hukum
bebas yang menentang taqlid dan menyerukan kembali
kepada al-Qur’an dan hadis. Usaha-usaha mereka ini berhasil
dan besar pengaruhnya terhadap masa masa berikutnya. Di
antara fuqaha’ bebas tersebut adalah Ibn Taymiyyah, dan dua
muridnya Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dan al-Tafi sendiri,
yang mana ketiganya sebagaimana telah dikemukakan
terkenal dengan sebutan trio penganut berfikir bebas dari
madhhab Hanbali,

KONSEP KEPENTINGAN UMUM AL-TUFL

Konsep al-Tufi tentang kepentingan umum berasal
dari pembahasan (sharah) hadis no. 32 Arba’in Nawawi,
Hadis tersebut berbunyi “la darara wa la dirdra” artinya "tidak
memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang
lain®.

Kata kepentingan umum yang dalam bahasa Arabnya
maglahah mengikuti wazan mafalan dan merupakan bentuk
mufrad dari lafaz masalih yang bermakna al-salaly, yaitu
kebaikan atau kecocokan ®Oleh karena itu segala sesuatu yang

B Thsd 7.
8 4 chmad warson Mnawic Koo ol mariswrir(ig : Pustaka Progreailo) 843
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mendatangkan kebaikan bagi manusia, baik dengan menda-
tangkan sesuatu yang bermanfaat, ataupun menjauhkan hal-
hal yang berbahaya, disebut maslahah’.Dalam pandangan
ulama’saraf dan nahwu, sighat mafalan digunakan untuk
tempat sesuatu, yang sesuatu itu banyak sekali. Sighat ini
mengindikasikan sesuatu yang sangat, sehingga kata maslahah
dalam pandangan mereka adalah sesuatu yang memiliki
manfaat, kebaikan yang sangat kuat S Adapun manfaat adalah
kenikmatan atau sesuatu yang menjadi perantara bagi
terwujudnya kenikmatan tersebut, serta menolak penderitaan
atau sesuatu yang menjadi perantara bagi terwujudnya
penderitaan tersebut®

Menurut al-Tafi,maslahah dalam pengertian bahasa
adalah penggunaan sesuatu secara proporsional, seperti
pulpen digunakan untuk menulis. Lalu maslahah menurut
pandangan ‘urf adalah sebab mendatangkan kebaikan atau
manfaatseperti perdagangan yang mendatangkan laba.
Sementara maslahah menurut shara’' adalah sebab yang
mengantar kepada maksud shar’, baik ibadah maupun adat.
Maslahah tersebut ada dua, yaitu yang dimaksud oleh shari’
sebagai haknya seperti ibadah, serta yang dimaksud cleh shari®
untuk kemanfaatan makhluknya serta dalam rangka mengatur
keadaan mereka seperti adat.” Dan sebagaimana ulama’ lain,
al-Tafi tetap memandang bahwa hukum ditetapkan hanya
untuk jalb al-Masalik wa daf al-madlar {mengambil suatu
kebaikan dan menolak hal-hal yang membahayakan), dan
inilah yang dipahami al-Tufi untuk mengartikan konsep
kepentingan umum secara istilah.™

 Muih.Sa'd Ramdan al-Bubd, Dassalr dhﬂ-l'ﬂ:ni'h‘bab{lrp ' Muosssaaah al-
l'ﬂi.l.l'l..lt}l},mz. i

A Tayd al-Marlabab,19

% &1-Bui, Dhesoakis, 23

¥ Al-Tufi, Risalak, 7584, Likat jugs al-Tuli,al-Ta'ye,230,

2 Dhalam mugaddimahnym al-Tufi, - Ta'yin, 219,
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Definisi di atas sejalan dengan vang dikermukakan oleh
al-Ghazali. Menurutnya, konsep kepentingan umum adalah
melindungi tujuan shara’, sementara tujuan shara’ terhadap
makhluk ada lima, vaitu melindungi agama, jiwa, akal,
keturunan danm harta mereka. Oleh karena itu setiap yang
mengandung perlindungan terhadap lima hal tersebut disebut
kepentingan umum. Sedangkan yang menghilangkan
perlindungan terhadap lima hal tersebut disebut mafsadat, dan
menolak mafsadat tersebut adalah kepentingan wmnum. ™

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa al-Tiafi
clan al-GGhazalh membedakan antara hujuan mahkluk dan tujuan
siarr’. Dalam pandanga.n mereka, kupﬂ']hr‘l.ga.n umum tersebaat
haruslah manfaat yang dimaksud oleh shari’, bukan setiap yang
dianggab bermanfaat dalam pandangan adapt yang berlaku di
masyarakat. Dengan demikian, bisa saja terjadi bahwa sesuatu
termasuk kepentingan umum dalam pandangan manusia, lapi
ia mufsadah dalam pandangan shari’, Oleh karena itu hukum
gisas dindlai termasuk kepentingan umum, karena ia menjadi
sebab atau perantara untuk melindungi darah, sementara
perlindungan terhadap darah manusia merupakan manfaat
vang menjadi tujuan shari’ Demikian pula hukuman pulkul bagi
pelaku zina dan minum khamr, serta beberapa ketentuan
pidana lainnya.™

Menurut Lz al-Din " Abd al-salam konsep kepentingan
umum yang berbentuk demikian disebut mujezi, sebab pada
hakikatnya seluruh macam hukuman pidana seperti qisas, rejam,
dal lain termasuk mafsadah, tetapi menghasilkan kepentingan
umum. Penshariatan itu bukan karena keberadaannya sebagai
mafsadak, tetapi karena ia menjadi sebab yang mendatangkan
kepentingan umum.®

® g Hamid b Mubhamenad al - Ghazali alMisgasfa{ Beinog 1 Dar ol-Entab al-
“itomseals, e, T4,

® Hasan ezt ¥, Lihos pula dalam magaddimabnya al-Tufief-Ta'yin 220,

it pyhammad Tzz al-Din ‘Abkd al-Ariz b Abd al-Salam, Qlatweetd al-Akkam {7
Mesaclib abAsars, vold (Beinst : Dar al-Euub al-Timiyah, 0,12 Irz al-Dia
meembagi kepentngan umuam dan ifndal masiag masing menjadi dua
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pandangan al-Ghazali ini adalah kepentingan umum sebagai
sebuah sifat yang rasional (b ma'na al-munasib) yang ada dalam
kerangka qgiyas, bukan kepentingan umum sebagai sebuah
sumber hukum. Sementara menurut al-Tufi adalah ;
urrmm sebagal sebuah sumber hukum shara’.® Perbedaan lain
yang sangat mendasar adalah bahwa tujuan shara’ sebagaimana
yang dimaksod dalam definisi di atas, menurul al-Ghazali
diketahui melalui nas dan ijma’,® sementara menurut al-Tfi
dapat diketahui dengan akal ™

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepenti-
ngan umum adalah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh
shari’ bagi hamba-hamba-Nya berupa pemeliharaan agama,
fiwa akal, keturunan dan harta mereka, serta menolak setiap
yang merusak terwujudnya perlindungan tersebut®

Mengenai macam-macam kepentingan umum, al-Tafi
tidak sepakat pembagiannya menjadi mu’tabarak®,

macam, yaitu hakildi dis majosi. Eepentingan wmum hakiki adalab
kehahagiaan dan kelezstan ioa sendini, sementar kepentingan umam majasi
adalak ?Hﬂﬁﬁﬂl#n, sgmEniara #Hfllm mli'l.:i adalab schab-sehaly yang
mendatsngkan penderitaan, Jiks sebab tersebur berups kepentingan umum
tetapl dilarang oleh shari’ maks pelsrangan terachut bukan karena
keberadaannys sebagai kepent wmum, telapl karens keberadsannye

menjadi pebab bagi muencalnya s seperti usaha yang dilakulosn dalam
menghasiian kenikmatan yang diharmban,
2 ALTuli,al Ta'yin239,

® Al-Ghazalial-Musrasfe 174-179, Libat jugs Hasan, Nazarijpe10-11.

* Dalam mugaddisnabimm al-Tuli - T e, 220,

* Al-Buti Dawabit23. Lihat jugs Abd al-aziz b *sbd al-rahman b, all sl
n.h‘*.h.dﬂ.: al-Tashri’ (Belrut : Muassasah al-Fisalak, 1979), 190,

wmuim e Labaral ialah kepentingan umum yaag didasarkan

pada asal yang kebersdaanmya diakui oleh $hard’ yang discbut gryay, Misalnya
dalass ranghka melindungd akal, shari” melasang minum khase. Berdasarkan hat
ierichul maka setiap minwman yang memahokkan jupa dibaramkan kerema
memilild gifal yang sama dengsn khame. Seluruh ulama’ sepakat bahwa
Iq‘hﬂuﬂngu wrmaem enis ini sah dijadilean uln.g-m dabil hukum. Baca Jalal ui-
Die “sbd ul-Rahmanal-Masalil al-Mursalab wa Maknatba i af-Tashbei” jup :
Matba’ ab-Sa’ndah, 1953), 15
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mulghal®’,mursalah,™ serta darure®, haji®, dan fahsini.® Karena
dalam pandangannya, membagi kr:pl:nting;m umum dengan

himmpfmmm yang dkehiarkan olch Yabya bin

berpuasa. Schebarrgan dengan pelangraran temebe, ol _laythi berfaroes babws aang
Mﬂmr“bﬂmﬁﬂhhﬁbmm#ﬂmhﬂ“w
wlama’ besrtenmngan dengan nos, karens ddad; sesuai hadis aebd entang hulasman
b orang yung bersendbaby di bulan Ramsdan pada stang hen, yang dipabami
barus dijalankan secara berurotan, bakan pikhan bebag, Adapom alas sn yang
dilcemmukakan Yabya, karena tujuan Dani suata bulaoman adalab untuk menggraniar
rﬁhvmnlﬂ'ﬂﬁtpuhm Jia orang kayz sepenti sang

Gabermur dilenal huksman memerdekaban badak, maks aguan Dar pemidanaan
uﬁuﬁﬂﬁ-mﬁnmmmmmw—;m
menarik al-Tufi monolak penilsian balea  kepuetusan Yahya sehagai keputusan
hukam yang berdasarkan ra'yn dan melanggar ketontuan agamas. Daktam
pandangannya, keputugan hukum iemchat merupakan ijihad berdasarkan
kepentingan umum, stau bagian Dan men-takhies dalil ‘s, karena hadig yung
berbicara scoang kaflans bags oramng puasa Ramaslan yang bersctubnah i stang han
masih berbeniuk ‘am. Olch kanena it i di-taklas dengan fulad bendasarkan
kepentingun umum, Sementara men-takheie dafil "am adalah suam mesode vang
luigs (eardg miakyr), D samping shars’ joiss-pelss membedakan ketentaan antsra
Mhmhﬂhimmhhﬂﬂ.ﬂlﬁ;ﬁm

Dian ab-Thaf mukbteurrmld, 213214
¥ Eepentingsn urmaim merialeh jalah kepentingan wmum yang thdak sda
konfirmasai Dari suate nas terieni, haik yang menolsk ataupun yang

mmdmuﬁmﬂﬂlmmw BENLLAE iRk,
hacs Mubammad Sa"sd hﬂuﬂdh“ﬂ“ﬂﬁﬂhﬂwlﬂﬁﬂf#l‘
Tslermipah (Riyad : Dar al-Hijrah,1998),528. Abu [shag al-Shatibiai-I Tisem vol 2
l_ﬂq-ﬂl Mdﬂhniﬂtjudn]-lhdﬂhlh,ﬂ],ﬂbﬂdmdilhhmmmﬁﬂ
unlm. Diarmrd ialeh suaru kepentingan -nummunp:h
{al-asnl alkfnas), Jika hal serechbur tidak  diwujudican dan tidak dijaga, maka
kelidupan manusz di dhama akan hascur, D aldhisac-puan, ia idel alesn mesdapadian
keselumaan, contoh @ penshan’atan qraas, huboam pukad bagi pelalo gine dal
kuin-lsin. Bace al-Ghazali, ab-Mi 174-175. Baca pubs al-Shadbial-Mirosnfrgat £
Lhrf gt Sharri b wol 2 (Beirot 1 Diar sl-Kutub al-Thniyah, i), 7-10,
= Kepentingnn umum by ialah smtu bpestingsn e yasg dilnndlen sbeh
mercka, misaloya kelomsaan wali dalam menikhakan anakrs yeng oy kel Thid,
i Eepentingan wmum Exbifad ialabh kepentingan umsm yang dilgubloan oleh
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jenis seperti itu dinilai berlebihan dan menyimpang. Menurul-

niya, metode untuk mengetahui kepentingan umum yang lebih

mudah, yaitu dengan cara :

1. Jika suatu perbuatan mengandung kepentingan umum
semata, maka silahkan dikerjakan.

2. Jika suatu perbuatan mengandung mafsadeh semata, maka
harus ditinggalkan.

3. Jika suatu perbuatan mengandung kepentingan umum di
satu sisi dan mafsadah di sisi lain dengan kadar yang
seimbang dalam pandangan kita, maka :

a. Mengajukan kepada seseorang yang dianggab ahli
untuk menilai yang lebih tepat untuk dikerjakan.

b. Memilih salah satunya atas pertimbangan sendiri.
contoh : jika tidak ada penutup aurat kecuali selembar
kain yang hanya cukup untuk menutupi salah satu dari
dua kemaluan, kita bisa memilih, apakah akan menutup
qubul ataukah dubur ?

4. Jika suatu perbuatan memiliki kadar kepentingan umum
yang lebih besar, maka silahkan dikerjakan. Sebaliknya, jika
kadar mafsadahnya yang lebih besar, maka perbuatan
tersebut hamnus ditinggalkan, sebab beramal terhadap sesuatu
yang lebih kuat merupakan tuntutan shara'.

Keunggulan metode di atas dapat dibuktikan dengan
mengkonfirmasikannya dengan contoh-contoh sebagai berikut:

Dalam kepentingan umum derurifm“tabarak, misalnya
pembunuhan terhadap orang murtad, hukum gisas bagi crang
yang membunuh orang lain, hukum pukul bagi bagi pelaku
zina dan minum khamr, serta hukum potong tangan bagi
pencuri, sekalipun mengandung mafsadah, tetapl nilai

LTS inya jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai

kepentingan umumnya. Oleh karena nilai kepentingan

manusis unlik memperolch nilal wtama dan sempurna dalam kehidapan
mrcka, misalnys wanita tidak boleh menikahkan dininya sendiri, tetapi diwakili
uldiml:i.lcbl'bilhnulium:nﬂ-:lhkm dinnya sendin, dinilsd vdak panet ksrena
trlxk sesaai dengan sifnt kevanitaanoyy yang haros paoya mss male vang besar,
Thid.
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umumnya lebih besar, maka seluruh jenis hukum tersebut
dishari’atkan. Ketentuan ini sesuai dengan metode keempat.
Sedangkan contoh dalam kepentingan umum miidghak, yaitu
menanam anggur yang dikhawatirkan diproduksi menjadi
khamr, sekalipun mengandung kepentingan umum, tetapi
nilai mafssdahnya jauh lebih besar. Oleh Karen itu indakan
tersebut tidak dibenarkan. Ketentuan ini sejalan dengan
metode keempat.

Kemudian contoh kepentingan umum yang berkuali-
tas Jafi dan kahsing, yaitu dilarangnya wanita menikahkan
dirinya sendiri, serta kuasa seorang wali dalam menikahkan
anaknya yang masih kecil, jelas-jelas hmengandung kepen-
tingan wmum. Oleh karena itu ketentuan tersebut dishari at-
kan. Ketentuan ini sesuai dengan metode pertama. Dengan
menggunakan metode ind, maka kita telah terhindar dari
kesulitan dalam menentukan kepentingan umum. Dengan
demilkian tidak perlu membagi kepentingan umum de-nga_n
pembagian seperti di atas, Metode ini jelas bersifat logis,
sehingga slapa-pun akan menermanya.

Metode untuk mengetahui kepentingan umum yang
telah dikemukakan al-Tufi bukan tidak memiliki kekurangan
Ketika mengemukakan leorinya yang ketiga, yaitu jika suatu
perbuatan mengandung kepentingan umum dan mafsadok
sekaligus dengan kadar yang seimbang seperti tidak adanya
penutup aurat kecuali hanya cukup untuk salah satu dari dua
kemaluan saja, kita bisa memilih untuk menutup dubur atau
qubul, mendapat sorotan dari Mustafa Zayd Memzrubnya qulul
adalah aurat yang lebih bersifat khusus, karena itu menutupnya
jelas lebih utama. Artinya dalam hal ini kadar kepentingan
umum dan mafsadah nya bdaklah seimbang. Dh samping itu,
sangat layak dipertanyakan, mungkinkah terjadi peristiwa
sobagaimana yang dicontohkan oleh al-Tufi tersebut?®

* 41 Tuf, Shark,vol 3,214-217.
© Zayd,al-Masiabab,140.
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Tbn al-Qayyim al-Jawziyah, sebagaimana dikutip oleh
Mustafa Zayd, bahkan dengan tegas mengatakan bahwa tidak
ada perbuatan yang mengandung kepentingan umum
sekaligus mafsadah dengan kadar yang sama. Jika perbuatan
semacam itu kemudian dianggab lebih layak untuk dikerjakan,
berarti nilai kepentingan umumnya lebih unggul.. Sebaliknya
jika meningggalkan perbuatan tersebut dianggab lebih baik,
berarti mafsadahnya yang lebih besar. Di samping itu dalam
penelitiannya tidak ada dalil yang berbicara tentang suatu
muafsadal yang seimbang, Sebab kepentingan umu dan mafsadal
adalah dua kubu yang saling berseberangan, sehingga mustahil
untuk bersatu. Jika keduanya bertemu, dapat dipastikan bahwa
didasarkan pada yang lebih unggul tersebut.®

KONSEP KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI SUMBER
HUKUM ISLAM

Menurut al-Tufi, ruang lingkup konsep kepentingan
umum hanyalah di bidang muamalah dan adat. Adapun
dalam bidang ibadah dan mugaddaral (hukum yang telah
ditentukan kadarnya), merupakan hak shari’ sepenuhnya yang
tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, baik bentuk, kadar
maupun tempat dan waktunya. Oleh karena itu rujukan hukum
dalam ibadah adalah nas dan {jma’. Dalam ibadah,seorang
hamba harus melakukan sesuai ketentuan dari-Nya, sebab
seorang pesuruh tidak bisa disebut taat kecuali jika ia
melaksanakan perintah atasannya sesuai dengan apa yang
diperintahkannya serta melakukan apa yang diketahuinya
yang dikehendaki oleh tuannya. Karena itu, jika seseorang
mencoba untuk merasionalkan shara’ (ibadah) maka bisa
dipastikan ia sesat dan menyesatkan, Hal ini berbeda dengan

® Thid,141.
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hak-hak mukallaf. Hukum terhadap mereka adalah siyasah
shar tyak vang ditujukan untuk kemaslahatan mereka, karena
itu maka kepentingan urmum yang dijadikan pijakan, dan hal
inilah yang lebih kuat dari nas dan fjma’.%

Al-Tufi tidak menolak bahwa kepentingan umum
haruslah sesuai dengan tujuan shari’ sebagaimana terlihat
dalam definisi kepentingan umum yang dikemukakan. Dalam
pandangan al-Tafi, akal sehat manusia memiliki kompetenti
untuk menentukan apa itu kepentingan umum dan apa itu
mafsadeh sepanjang dalam batas muamalah. Keberadaan
kepentingan umum dapat ditunjukkan dengan pembuktian
empiric melalui hukum-hukam kebiasaan, Menurutnya Allah
telah menciptakan sarana bagi kita untuk mengetahui seluk
beluk kemaslahatan kita sendiri. Dengan demikian, kita idak
perlu merujuk pada spekulasi nas vang amat abstrak yang
hanya menghasilkan kesimpulan “kemungkinan menghasil-
kan kepentingan umum dan kemungkinan tdak” %

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa al-Tufi
menempatkan kepentingan umum pada posisi yang lebih kuat
dibanding nas dan ijma’ maka ketika terjadi pertentangan
antara kepentingan umum di satu pihak dengan nag/ijma’ di
pihak lain, maka kepentingan umum yang harus didahulukan
dengan jalan bayan dan takhsis, bukan dengan menghapus atau
mengabaikan keduanya, sebagaimana mendahulukan sunah
atas al-Qur’an dengan jalan bayan. Oleh karena itu kepentingan
umum merupakan dalil shar'l yang paling kuat.®

Mendahulukan kepentingan umum daripada dalil
yang lain, tidak bisa disebut sebagai sebuah bentuk penyim-
pangan, sebab pada dasarnya kita meninggalkan dalil dengan
dalil yang lebih kuat. Di samping itu kepentingan umum

B 4 gudi, Bisalab, 764-76%, Lilar pula al-Tufi ol T yin 250-259,
= Db, Po2-TTHL
= Thigd, THG-147,
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merupakan tujuan dari penetapan hukum terhadap mukallaf
dalam perscalan muamalah, sementara dalil yang lain hanya-
lah perantara. Dengan demikian, tujuan harus didahulukan
daripada perantara.”

Walaupun al-Tufi menolak pembagian kepentingan
i mergadi mu‘labarah, mulghah, dan mursalah serta menolak
pembagian kaulitas kepentingan umum menjadi darur huayi dan
tafisini tetapi ]:.kn ada kemungkinan dapat dikompromikan
dengan nas/ ijma’, maka harus dikompromi-kan, sebaliknya jika
harus didahulukan,® dengan jalan bayan atau lakhss,

Nas apakah yang dimaksudkan al-Tufi yang harus di-
kalahkan oleh Kepentingan umum? Apakah nas yang memiliki
indikasi zanni ataukah nas yang memiliki indikasi gaf T?

Eetika memaknai hadis la davar wa la dirar. Al-Tafi
mengatakan bahwa hadis tersebut mengisyaratkan untuk
menghapus derar dan mafsadefi. Isyarat ini bersifat umuom,
kecuali ada dalil yang bersifat khusus. Hal ini menunjukkan
keharusan mendahulukan hadis tersebut atas segala macam
dalil shar'l serta men-#akhsis dalil shar'] tersebut dengan hadis

ini.®

Maksudnya, seandainya ada dalil shar'l yang mengan-
dung darar, maka jika darar tersebut kita hilangkan dengan
hadis ini dengan jalan bayan atau fekhsis , berarti kita telah
mengamalkan dua dalil. Jika darar idak kita hilangkan berarti
kita telah mengabaikan salah satu dari dua dalil, yaitu hadis
ini. Sementara itu tidak diragukan bahwa tindakan pengkom-
promian lebih utama daripada mengabaikan salah satunya.
Penghapusan darar merupakan suatu keharusan agama.
Beberapa ayat al-Chur’an yang menunjukkan hal tersebut di

* Ihid, 762,768
* Ehallaf Maradir, 109,
= M-Tuliaf Ta'yin, 238,
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antaranya Q5. 2: 185, 22 : 78, 5 : 6, dan lain-lain. Secara rinci
al-Tuli menjelaskan bahwa nas bisa jadi tidak mengandung
darar (bahaya) secara keseluruhan atan sebaliknya. Jika tidak
mengandung darar secara keseluruhan berarti keduanya
sejalan dengan kepentingan umum. Jika mengandung darar,
dan drrar tersebut meliputi seluruh madlul (yang ditunjuk) nas,
maka nas-lah yang harus diikuti, seperti udud dalam
persoalan finaysh.. Namun, jika dargr tersebut hanya meliputi
sebagian dari yang ditunjuk oleh nas dan yang menghen-
dakinya adalah dalil khas,maka dalil tersebut yang harus
diikuti. Tetapi ketika tidak ada dalil khus yang menghen-
dakinya, ia harus di-lakhsis dengan hadis la darar wa la dirar,
yang berarti kepentingan umum didahulukan. Satu hal yang
perlu dicatat adalah bahwasanya seluruh nas mengandung
kepentingan umum. [jma’ pun didasarkan pada kepentingan
urnum. Oleh karena itu suatu hal yang mustahil jika kemudian
Allah mengabaikan kemaslahatan hamba-Nya.™

Secara eksplisit pernyataan al-Tufi di atas tidak
menunjuk pada bentuk nas tertentu, Oleh karena itu para
ulama’ berbeda pendapat di dalam menanggapinya. Abu
Zahrah memahaminya nag gat’l, sementara ulama’ lain, di
antaranya Hamid Hasan dan al-Ayubi, memahaminya nag
zanni.® Menurut penulis yang lebih kuat adalah pendapat
yang kedua, karena tidak ada takhsis dalam qat i,

Hal tersebut dapat dilihat pernyataan al-Tafi yang
berbunyi “....jika darar tersebut meliputi sebagian yang
ditunjuk oleh nas...” Artinya lafaz suatu ayat atau hadis
tersebut berbentuk “am, sedangkan darar-nya hanya meliputi
sebagian yang ditunjuk oleh nas yang dimaksud, sementara
lafaz ‘am dalalali-nya adalah zanm menurut jumbur ulama’

W AJ-Tall url-Risaled, 152-753,

B hghamimad Al Fabeal Malilk Hayateh wa Asrah Areeb o figbs (upa
Dar al-Filr el-Arabi11},317, Liliar pula Hassn, Nerarriyee, 538, Dan al-
Ayubi, Magasid, 5135540
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usul®Apalagi diperkuat pula dengan pernyataannya bahwa
mendahulukan kepentingan umum tersebut sebatas takhsis
dan bayaen. Di samping itu, ia juga mengatakan jika dalam
persoalan itu terdapat dalil khas, maka harus mengikuti dalil
khas tersebut. Artinya ia tidak mengandaikan terjadinya
konbtradiksi antara dalil khas yang dalalalinya qal'l dengan
kepentingan umum. Dengan demikian al-Tufi mendahulukan
kepentingan umum atas dalil ‘am , karena dalil ‘em dalalzimya

ZiimmI, Teta]:ri jﬂm dalil tersebut :nﬂupalm:l dalil Hias, maka

dalil tersebut yang harus didahulukan, sebab dalalahnya gat i

Adapun alas an al-Tufi mempricritaskan kepentingan
umum atas nas dan ijma’ karena :

1. ljma" diperselisihkan ke-hujjak-annya, sementara
kepentingan umum disepakati termasuk oleh mereka yang
menentang ijma’. Dengan demikian ijma’ adalah sesuatu
yang diperselisihkan, sementara kepentingan umum adalah
sesuatu yang disepakati. Berpegang kepada sesuatu yang
disepakati lebih utama daripada berpegang kepada sesuatu
yang diperselisihkan. Jika melihat pernyataan ind,
menunjukkan kekurang tahuan al-Tufi, sebab Shi'ah jelas-
jelas menentang kepentingan umum karena ia merupakan
ra‘yu.*¥ Sementara al-Zuhayli berpendapat lain dalam
menanggapi halini [a mengatakan : jika al-Tifi berpendapat
bahwa kepentingan umum merupakan sesuatu yang
duepakan.buka:mahbﬂamhtﬁmsukbagnmqum .
dan jika ijma’ merupakan sesuatu yang diperselisihkan,
maka kepentingan umum merupakan bagian yang
diperselihkan pula.* Tetapi apa yang dikemukakan oleh
Wahbah al-Zuhayli ini hanya bersifat spekulatif saja.

M " Abd al-Earim Zaydanal-Wagiz fi Usel al-Figh (up.: Mu'aseasah al-

a5 HHMW.H!—HD.

® Al-vofial-TaYyin 259,

¥ Khallaf, Tim, 48

o Wahbah al-Zuhayli, Ussd al-Figh ol fdamivol.? (Beirst 1 Dar al-Fikr al-
Muusis, 1986)_H30-821,
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2 Nag-nas mengandung banyak pertentangan dan hal inilah

yang salah satunya menjadi sebab terjadinya perbedaan
pendapat dalam hukum menurut pandangan shara’.

Sementara itu memelihara kepentingan umum secara
substansial merupakan sesuatu yang hakiki, yang tidak
diperselisihkan. Dengan demikian pengutamaan kepen-
yang dikehendaki oleh shara™Namun tidak jelas apakah
yvang dimaksud al-Tufi dengan nas di atas adalah
menyangkut substansinya atau sebatas persepsi para
minjtahid dalam menyikapi sebuah nas. Bila yang dirnaksud
adalah yang pertama, maka pernyataan tersebut sangat
berbahaya, karena jelas-jelas melanggar Q5 4 : B2, Sebalik-
nya bila yang dimaksudkan adalah yang kedua, maka
pendapat tersebut tidak berbeda dengan para fugaha’
umumnya.®
Walaupun tidak secara spesifik mengulas argument
al-Tufi, Munawir Sjadzali mendukung pemikiran tersebut,
karena dalam persoalan muamalah, wahyu-wahyu turun
sebagai tanggapan terhadap perscalan masyarakat yang
terjadi saat itu. Berarti ia sangat memperhatikan situasi dan
kondisi lapangan, Oleh karena itu untuk memahami nas
haruslah secara konstektual sesuai dengan dengan tingkal
apan dan kemajuan intelektualitas manusia, karena jika
tidak, maka hukum Islam akan kehilangan relevansinya
dengan dunia di mana kita hidup sekarang ®
Dengan memperhatikan uraian di atas mengenai
pemikiran al-Tafi tentang konsep kepentingan umum dan juga
pernyataan dari para fugaha’ lainnya, penulis menggaris

= AL Tufi el Ta win 2559260,

% AlShatibial-Muwafeget fi Usal ol-Shard'al (Beirat 1 Dar al-Eutub al-
Tendyab,ae) 217

& pdumawirs Sjadeall, Kontebstaltars Afaran Dilam ol Walgmi Mahs (Jakarta
1 ITPH1 Paramading, 1995),70-78,
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bawahi bahwa sebenarmya pemikiran al-Tufi biasa-biasa saja,
artinya tidak sebagaimana yang dituduhkanoleh para fugaha’
lainnya, karena konsep kepentingan umumnya tidak lepas
sama sekali dari nag, terutama dengan al-bulliyal al-khams.
Padahal al-kulliyat al-khams merupakan perasan (hasil) dari al-
Qur'an dan hadis. Ini dapat dibuktikan dengan contoh penera-
pan konsep kepentingan umum al-Tafi, seperti jika ada kese-
sualan antara kepentingan umum dengan nas misal hukuman
potong tangan, maka hukuman potong tangan tetap diterap-
kan, sebab ada keterkaitan dengan al-kulliyaet al-hams(menjaga
lima hal). Oleh karena itu konsep kepentingan umum al-Tafi
tetap tidak lepas dari nas sebab masih berkaitan dengan al-
kulliyat al-khams. Dan dalam rangka menjaga al-kulliyet al-khams
itu terdapat konsep kepentingan umum.

Pemikiran al-Tufi yang cenderung berani di zamannya
dipengaruhi oleh pemikiran gurunya Ibru Taymiyvah danjuga
latar belakang pilitik keilmuan dan keagamaan yang meling-
kupinya. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa al-Tafi
hidup di zaman ketika dunia Islam terpecah-pecah menjadi
beberapa Negara kecil dan pamor Islam sedang turun, kemu-
dian dari segi keilmuan dan keagamaan juga mengalami
penurunan, karena para ulama’ lebih memilih bersikap taklid
dan terikad pada nas-nas yang sudah baku sebab genderang
pintu fjtihad telah dinyatakan ditutup pad akhir abad keempat
Hijriyah. Oleh Karena itu dengan latar belakang tersebut, al-
Tufi mencoba menggairahkan kembali kajian jjtihad lewat
konsep kepentingan umumnya tersebut.

KESIMPULAN

Walapun al-Tufi menjadikan konsep kepentingan
umumnya sebagai sebuah sumber hukum tersendiri, tapi ia
tetap tidak lepas dari nas karena masih berkaitan dengan al-
kulliyat al-kiams, yang merupakan perasan dari al-Qur’an dan
hadis. Dan dalam rangka menjaga al-kulliyat al-khams tersebut

terdapat konsep kepentingan umum. Konsep kepentingan
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wrnum al-Tufi ini hanya berlaku dalam bidang muamalah dan
adat, cdan salah satu aplikasinya adalah jika terjadi pertenta-
ngan antara nas dengan kepentingan umum, maka kepen-
tingan umum yang harus didahulukan dengan jalan faklisis
dan bayan,
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